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ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:
Radi Juansyah; Prof. H. Syamsurijal AK, Ph. D dan Yunisvita S.E., M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana
alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera
Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu
data PAD, DAU, DBH dan belanja modal Provinsi Sumatera Selatan. Variabel
yang digunakan adalah belanja modal sebagai variabel dependen, pendapatan asli
daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebagai variabel independen.
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi panel data. Hasil
penelitian menunjukan bahwa variabel independen secara keseluruhan
mempengaruhi belanja modal Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan secara
individu variabel pendapatan asli daerah secara statistik signifikan terhadap
belanja modal Provinsi Sumatera Selatan, dana alokasi umum secara statistik
signifikan terhadap belanja modal Provinsi Sumatera Selatan, dana bagi hasil
secara statistik signifikan terhadap belanja modal Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
dan Dana Bagi Hasil
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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF REGIONAL GOVERNMENT REVENUES,
GENERAL FUND ALLOCATION AND REVENUES-SHARING ON THE
CAPITAL EXPENDITURE IN SOUTH SUMATRA

By:
Radi Juansyah; Prof. H. Syamsurijal Ak, Ph.D.;Yunisvita, S.E.,M.Si.

This study was aimed at finding out the influence of regional government
revenues, general fund allocation, and revenues-sharing on the capital
expenditure in South Sumatera. The secondary data namely regional government
revenues, general allocation fund, revenues-sharing, and capital expenditure in
South Sumatra. The capital expenditure was the dependent variable, and the
regional government revenues, general fund allocation, and revenues-sharing were
the independent variables. The panel data regression was used to analyze the data.
It was found that all the independent variables affected the capital expenditure in
South Sumatra. The regional government revenues had significant influence on
the capital expenditure at this province. The general fund allocation had
significant influence on the capital expenditure at the province. The revenues-
sharing also had significant influence on the capital expenditure in South Sumatra.

Keywords: Capital Expenditure, Regional Government Revenues, General
Fund Allocation, and Revenues-Sharing
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam bernegara yaitu untuk mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur, maka pelaksanaan pembangunan menjadi hal
yang sangat penting. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk
mewujudkan kemakmuran yang merata disetiap daerah di Indonesia adalah
dengan cara menerapkan sistem desentralisasi.

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang
disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan
sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Desentralisasi
fiskal menunjukan bahwa potensi fiskal daerah satu dengan daerah yang lain bisa
jadi sangat beragam, perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Menurut Darwanto (2007)
desentralisasi fiskal memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan
ekonomi daerah dan membuktikan adanya hubungan positif dan signifikan.

Darwanto (2007) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi
memiliki korelasi positif namun tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal.
Dengan demikian bahwa desentralisasi memberikan dampak yang positif terhadap

pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasian secara lebih efisien berbagai

potensi lokal untuk kepentingan layanan publik.




Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan
wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi merupakan hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Hal ini selaras dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penciptaan kemandirian daerah harus didukung oleh sumber pendanaan
yang tepat pula. Penerimaan daerah yang tinggi merupakan salah satu syarat
utama bagi daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan daerahnya. Penerimaan
daerah terdiri dari: (1) Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari pajak dan retribusi
daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
dan lain-lain pendapatan asli daerah, (2) Dana perimbangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah di bagi menurut jenis pendapatan, yaitu dana bagi
hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, (3) Lain-lain pendapatan daerah
yang sah, yaitu pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak
ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku (UU No. 32 Tahun 2004).

Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi
pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah.
Keterbatasan infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung

untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya alokasi PAD



terhadap anggaran belanja modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi
yang kurang tepat?

Setiap daerah memiliki potensi dan kemampuan keuangan yang berbeda
untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Hal inilah
yang menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya,
oleh karena itu untuk mengatasi masalah ketimpangan fiskal ini pemerintah
mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan
desentralisasi. Salah satu dana perimbangan adalah dana lokasi umum (DAU)
yang dialokasikan kepada pemerintah daerah setiap tahunnya sebagai dana
pembangunan yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah. Jumlah DAU setiap tahunnya ditentukan berdasarkan keputusan Presiden
dan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan setiap daerah otonom menerima
besaran DAU yang tidak sama sesuai dengan kebutuhan fiskal pada daerah
tesebut. Pada era desentralisasi ini fiskal diharapkan tejadin);a peningkatan
pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Konsenkuensinya,
pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan
ini. Pemerintah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan
publik dan perbaikan dalam berbagai sektor (Simanjuntak, 2009).

Peningkatan pelayanan publik ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi
dan juga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah
pusat melalui perbaikan di berbagai sektor yang mendukung kelancaran arus

distribusi barang dan jasa. Pemerintah menganggarkan dana untuk pembelian aset



tetap untuk mendukung tugas pemerintahan maupun fasilitas publik dalam
anggaran belanja modal tiap tahunnya. Adapun perkembangan belanja modal

selama tahun penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2005-2011

Tahun Jumlah Pert umbuhan (%)
(juta rupiah)
2005 269.510,63 -
2006 745.496,63 176,61
2007 984.279,76 32,03
2008 891.581,98 -9,41
2009 640.664,24 -28.,14
2010 1.032.890,01 61,22
2011 1.139.120,15 10,28
Pertumbuhan 40,43
Jangka
Menengah

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan. Sumsel dalam angka berbagai edisi

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 perkembangan jumlah anggaran belanja
modal yang mengalami penurunan yakni pada tahun 2008 dan 2009 sebesar -
9,41% dan -28,14%. Hal ini dikarenakan tejadi peningkatan pada belanja rutin,
sehingga mengurangi proporsi dari belanja modal. Pada tahun 2010 terjadi
peningkatan yang tajam pada belanja modal, karena pada tahun ini merupakan
persiapan provinsi Sumatera Selatan untuk menyambut SEA Games 2011.

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa
daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan
dari Pemerintah Pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal
yang digunakan untuk melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap

pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan



daerah secara utuh. Intinya, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah
maka semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya
sendiri yang nantinya akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.
Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian
keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung
pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Sumatera Selatan terdiri dari
pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
penerimaan lain-lain PAD yang sah. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2009-2011 (dalam juta rupiah)

Tahun
Sumber

2009 2010 2011
Pajak daerah 895.326 1.226.713 1.671.519
Retribusi daerah 14.770 17.747 11.683
Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang 56.809 62.606 78.957
dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah 87.425 62.870 86.962
PAD (Total) 1.054.332 1.369.936 1.849.120

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam angka berbagai edisi

Realisasi pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2009
hingga 2011 berdasarkan data perkembangan realisasi penerimaan daerah
menunjukkan bahwa sumber penerimaan asli daerah (PAD) yang berasal dari
sektor pajak daerah masih menjadi sumber yang paling besar, contohnya pada

tahun 2011 saja 90,40% dari total PAD Sumatera Selatan berasal dari pajak



daerah, sedangkan penerimaan yang berasal dari lain-lain PAD yang sah pada 3
tahun terakhir menempati urutan kedua.

Besarnya PAD yang diperoleh provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2009
hingga 2011, menunjukkan adanya kenaikan penerimaan daerah. Hal ini cukup
ideal dengan semangat otonomi daerah yang semakin berkembang.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2009-2011 (dalam juta rupiah)

Tahun Target Realisasi Pertumbuhan
Realisasi PAD (%)

2009 1.171.643 1.054.332

2010 1.496.643 1.369.936 23,03

2011 1.563.703 1.849.120 25,91

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan pada tabel 1.3, realisasi penerimaan daerah tahun 2009 dan
2010 belum terpenuhi, hal ini nampaknya memberikan hasil yang kontradiktif
dengan semangat otonomi daerah yang semakin berkembang saat ini. Namun
pada tahun 2011 penerimaan daerah melampaui target yang ditetapkan yaitu dari
target sebesar 1.563.703 menjadi 1.849.120, hal ini menunjukkan kenaikan
penerimaan yang signifikan dikarenakan pada tahun 2011 Provinsi Sumatera
Selatan sedang menjadi tuan rumah SEA Games.

Dana yang diperlukan untuk membiayai pemerintahan tidak cukup jika
hanya mengandalkan pendapatan yang bersumber dari daerah tersebut maka
diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi kesulitan pendanaan diadaerah.
Salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan Dana bagi hasil (DBH)

yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan


http://www.djpk.depkeu.go.id

merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana
pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan
Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Wahyuni dan
Adi, 2009).

Dana bagi hasil ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan. Dana bagi hasil dibagi menjadi 2 yaitu dana bagi hasil pajak dan dana
bagi hasil sumber daya alam jadi dana bagi hasil di berikan sesuai potensi pajak
dan sumber daya alam yang ada daerah tersebut. Semakin besar potensi pajak dan
sumber daya alam di daerah tersebut semakin besar pula DBH yang diterima.
Adapun perkembangan dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam selama tahun
penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2011

Tahun Dana Bagi Hasil Pertumbuhan (%)
2005 544.111,75

2006 702.874,23 29,17
2007 770.700,60 9,64
2008 878.797,55 14,02
2009 825.805,44 -6,03
2010 1.293.168,55 56,59
2011 1.313.456,69 1,56

Sumber: www.djpk.depkeu.¢o.id

Berdasarkan Tabel 1.4 terlihat perkembagan dana bagi hasil dari tahun

2005-2011 yang cenderung meningkat. Pada tahun 2006 DBH Provinsi Sumatera



Selatan terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 29,17% dan pada
tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 14,02%. Lain halnya yang terjadi pada
tahun 2006 dimana DBH Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan yang
tajam yaitu sebesar -6,03%, hal ini terjadi karena potensi pajak di provinsi
Sumatera Selatan tiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Lain
halnya dengan DBH pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang sangat tinggi
yaitu sebesar 56,59% dari tahun 2009. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010
terjadi kelancaran arus distribusi barang sehingga terjadi peningkatan pada
eksplorasi sumber daya alam di provinsi Sumatera Selatan.

Kaitannya dengan belanja modal, dana bagi hasil merupakan sumber dana
untuk menambah proporsi belanja modal. Karena pemerintah cenderung
mengalokasikan dana yang lebih besar untuk belanja rutin sehingga proporsi
untuk belanja modal lebih sedikit. Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan
pelayanan diberbagai sektor publik dalam era disentraliasai fiskal. Peningkatan
pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor
untuk membuka usaba di daerah yang nantinya akan merangsang kegiatan
ekonomi di daerah dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis ingin mengkaji lebih lanjut
bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi
umum terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan. Pada penelitian ini
penulis menggunakan tiga variabel bebas yaitu PAD, DBH dan DAU karena
ketiga variabel tersebut dianggap memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan

daerah pada tiap tahunya khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Mengacu dari



uraian di atas maka penulis memberi judul penelitian ini “Pengaruh Pendapatan
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja

Modal di Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang menarik dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana perkembangan dana bagi hasil, dana alokasi umum,
pendapatan asli daerah dan belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Seberapa besar pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum dan
pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera

Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui perkembangan dana bagi hasil, dana alokasi umum,
pendapatan asli daerah dan belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi

umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Provinsi

Sumatera Selatan.



1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penulisan penelitian ini maka manfaat yang dapat diperoleh
dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
Manfaat ini diperuntukan bagi mahasiswa ekonomi pada umumnya dan
mahasiswa ekonomi pembangunan pada khususnya, agar dapat menambah
dan memperkaya bahan kajian teori untuk pengembangan penelitian
selanjutnya serta mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari dalam

mendukung analisis pada penulisan skripsi ini.

2. Manfaat Operasional
Penelitian dan penulisan ini dilakukan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan agar dapat menajdi rujukan dalam mengambil kebijakan untuk

kemajuan ekonomi daerah.

1.5 Sistematika Skripsi

BABI PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian, yaitu

mengenai pengaruh belanja modal, belanja pegawai dan belanja
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BAB III

BAB IV

BAB V

barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian
sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis.

METODE PENELITIAN

Bab berisi tentang ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian,
sumber data, ,metode pengumpulan data, definisi operasional dan
pengukuran variabel dan teknik analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi
pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana
yang dianalisis secara bersama-sama maupun secara parsial,
pengukuran koefisien korelasi, pengukuran koefisien determinasi
dan pengukuran koefisien regresi serta pengujian hipotesis dan
pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan
analisis kualitatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, saran untuk
pengembangan bagi peneliti selanjutnya dan keterbatasan—

keterbatasan penelitian.
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